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ABSTRAK 
 
EFEKTIVITAS TINDAKAN PENAGIHAN AKTIF TERHADAP 
PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK di KPP PRATAMA 
KARANGANYAR 
 
Desy Nuraini Widyaningsih 
F3408028 
 
Untuk mencapai target pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama 
Karanganyar, setelah wajib pajak tidak menyelesaikan administrasi perpajakan 
dengan upaya penagihan pajak pasif maka akan diikuti dengan tindakan 
penagihan pajak aktif, sehingga penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari 
penagihan pajak pasif. 
 
Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh tindakan penagihan pajak aktif untuk mencapai target pencairan 
tunggakan pajak. Metode penulisan tugas akhir ini dengan metode deskriptif. 
Sedangkan untuk mendapatkan data – data penulis melakukan wawancara, 
mengumpulkan dokumen – dokumen yang ada, serta  mencari informasi dari buku 
– buku yang berkaitan. 
 
Dalam tugas akhir ini akan dijelaskan seberapa besar pengaruh dari 
tindakan penagihan pajak aktif selama tahun 2010 di KPP Pratama Karanganyar, 
sesuai dengan prosedur penagihan pajak aktif dimulai dengan penerbitan Surat 
Teguran, penerbitan Surat Paksa, penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan, 
kemudian dengan Lelang. Serta akan dibahas mengenai hambatan – hambatan 
yang dihadapi oleh KPP Pratama Karanganyar dalam melaksanakan kegiatan 
penagihan aktif, serta upaya – upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan 
– hambatan tersebut. Dengan adanya hal ini diharapkan prosentase  pencairan 
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ABSTRACT 
THE EFFECTIVENESS OF ACTIVE COLLECTION MEASURE ON THE 
TAX ARREARS RELEASE IN KPP PRATAMA KARANGANYAR 
Desy Nuraini Widyaningsih 
F3408028 
To achieve the target of tax arrears release in KPP Pratama Karanganyar, 
after the taxpayers do not complete the taxing administration with the attempt of 
passive tax collection, it will be followed by the active collection measure; thus 
the active tax collection is the follow-up of passive tax collection. The fiscus plays 
an active role meaning that it not only sends the Tax Billing or Tax Stipulation 
Document. 
The objective of this final project is to find out the extent to which the 
active tax collection measure affects the achievement of tax arrears release target. 
The method employed in this final project was a descriptive method. Meanwhile 
to obtain the data, the researcher carried out interview, collected documents 
available, and looking for information from the relevant books. 
In this final project, it will be explained the effect of active tax collection 
measure during 2010 in KPP Pratama Karanganyar, consistent with the procedure 
of active tax collection starting from the publication of Reprimand Letter, 
Compulsion Letter, Write of  Execution, and then Auction. It will also discuss 
about the obstacles the KPP Pratama Karanganyar faces in implementing the 
active collection activity, as well as the attempt carried out to cope with such the 
obstacles. Therefore, it is expected that the percentage of tax release will increase. 


















































A. Gambaran Umum Perusahaan 
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.KEP.315/KMK.01/2007 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak. Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar adalah instansi vertikal direktorat 
Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung 
kepada kepala kantor Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah Bagian II. 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mempunyai tugas menghimpun 
penerimaan bidang perpajakan. Dalam tugasnya terkandung beberapa peran 
yang penting yang sangat strategis, antara lain : 
1. Mengamankan dan meningkatkan penerimaan Negara dari pajak serta 
penerimaan Negara bukan pajak sesuai dengan peraturan perundang – 
undangan yang berlaku sebagai upaya untuk mengurangi 
ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri, guna membiayai tugas 
pemerintah dan pembangunan. 
2. Ikut serta dalam pertumbuhan dunia usaha dan industri dalam negeri 
dengan jalan memberikan kemudahan dalam rangka pengolahan 
bahan baku impor untuk memproduksi barang ekspor, meningkatkan 
kelancaran arus barang ekspor dan impor, serta melakukan 
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Kantor Pelayanan Pajak dan selanjutnya disingkat KPP Pratama 
Karanganyar beralamat di Jalan Palur Raya No.2 Ngringo, Jaten, 
Karanganyar, kemudian pindah ke Jl.KH.Samanhudi No.7 Komplek 
Perkantoran Cangakan, Karanganyar adalah pecahan dari KPP Surakarta 
yang dulunya meliputi Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, 
Kotamadya Surakarta, Kabupaten Boyolali, dan berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor: 55/PMK.01/2007  tanggal 31 Mei 2007 tentang 
perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 132/PMK.01/2006 
tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 
Pajak, berdasarkan peraturan tersebut diberitahukan bahwa kode wilayah di 
KPP Pratama Karanganyar di Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang 
sebelumnya 526 (KPP Surakarta) menjadi 528 (KPP Pratama 
Karanganyar). Adapun wilayah kerja KPP Pratama Karanganyar meliputi 
wilayah Karanganyar yang terdiri dari 17 kecamatan, dan wilayah Sragen 


























































Jumlah KK Jumlah WP 




128.112 865.580 827.542 93.690 4.813 1.021 
2.  Kabupaten 
Sragen 
103.481 871.951 838.784 38.064 1.900 1.363 
 Jumlah 231.593 1.737.531 1.666.326 131.754 6.713 2.384 
                        (Sumber : Seksi Waskon Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar) 

















































Struktur organisasi di KPP Pratama Karanganyar terdiri dari Kepala 
Kantor, Subbag Umum, Seksi Pelayanan, Seksi Pengolahan Data dan 
Informasi, Seksi Ekstensifikasi, Seksi Penagihan, Seksi Pemeriksaan, Seksi 
Waskon I, Seksi Waskon II, Seksi Waskon III, Kantor Pelayanan Penyuluh 
dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) wilayah Sragen dan Kelompok 
Jabatan Fungsional Pemeriksa. Total jumlah pegawai per 15 Maret 2010 
adalah 81 orang dengan rincian satu orang Kepala Kantor (eselon III), 
delapan orang Kepala Seksi (eselon IV), satu orang Kepala KP2KP Sragen, 
21 Account Representative, 12 orang Pemeriksa, 3 Jurusita Pajak dan 55 
orang pelaksana. Dari 40 orang pelaksana tersebut 7 orang di Sub Bagian 
Umum, 11 orang di Sesi Pelayanan, 8 orang di Seksi PDI, 5 orang di Seksi 
Penagihan (jurusita tidak termasuk), 5 orang di Seksi Ekstensifikasi, dan 2 
orang di Seksi Pemeriksaan. 
Setelah modernisasi perpajakan, struktur organisasi yang terdapat di 
Kantor Pelayanan  Pajak Karanganyar sebagaimana yang terdapat pada 



































































































1. Kepala Kantor 
Kepala Kantor memiliki tugas mengkoordinasi dan mengendalikan 
kegiatan operasional di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
(PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya berdasarkan peraturan 
perundang – undangan perpajakan untuk meningkatkan pemenuhan 
kewajiban perpajakan. 
2. Sub Bagian Umum 
Sub Bagian Umum memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian, 
keuangan, tata usaha dan rumah tangga. Uraian tugas Sub Bagian Umum 
antara lain : 
a) Penerimaan, pemrosesan, penatausahaan dokumen yang masuk 
KPP. 
b) Penyampaian dokumen di KPP. 
c) Penyusunan RKAKL, laporan berkala KPP, laporan tahunan, 
laporan/ daftar realisasi anggaran belanja. 
d) Penerimaan inventaris dari rekaan/ pihak lain.  
e) Penutupan buku kas umum, dan lain – lain. 
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 
Seksi PDI mempunyai tugas yaitu melakukan urusan pengolahan data 
dan penyajian informasi, penggalian potensi perpajakan, serta melakukan 
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a) Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi PDI. 
b) Penatausahaan alat keterangan. 
c) Penyusunan rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, 
perkembangan ekonomi, dan keuangan. 
d) Pembentukan dan pemanfaatan bank data. 
e) Penatausahaan penerimaan PBB Non – Elektronik. 
f) Pembuatan laporan penerimaan PBB/ BPHTB. 
g) Penyelesaian bagi hasil penerimaan PBB. 
4. Seksi Pelayanan 
Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan 
penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan 
berkas perpajakan, pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta 
penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi 
wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan. Uraian tugas Seksi 
Pelayanan antara lain : 
a) Penatausahaan surat, dokumen dan laporan WP pada TPT. 
b) Pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP, serta penghapusan 
NPWP dan pencabutan PKP. 
c) Perubahan identitas WP. 
d) Pemindahan WP dan PKP dari KPP lama ke KPP baru. 
e) Penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan dan Masa. 
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g) Penerbitan surat teguran untuk SPT Masa PPN. 
h) Penerbitan surat teguran untuk SPT Tahunan PPh.  
i) Penelitian hasil keluaran SPPT/ STTS/ DHKP/ DHR. 
j) Permohonan pencetakan salinan SPPT/ SKP/ STP. 
k) Peminjaman atau pengiriman berkas. 
l) Permohonan pembukuan dalam bahasa inggris dan mata uang U$ 
Dollar. 
m) Pemberitahuan penggunaan Norma Perhitungan. 
n) Penerbitan SKP. 
o) Penatausahaan dokumen masuk di pelayanan dan dokumen WP. 
p) Penyisihan anak berkas WP yang masa/ tahun pajaknya lebih dari 10 
tahun (kadaluwarsa) 
5. Seksi Pemeriksaan 
Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana 
pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan 
dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPT), serta 
pemeriksaan pajak lainnya. Uraian tugas dari Seksi Pemeriksaan antara 
lain : 
a) Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi 
pemeriksaan. 
b) Penyelesaian SPT Tahunan PPh lebih bayar. 
c) Penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
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d) Penyelesaian permohonan pengembalian pembayaran pajak 
pertambahan nilai (PPN) untuk selain WP patuh. 
e) Penyelesaian usulan pemeriksaan. 
f) Penyelesaian usulan pemeriksaan bukti permulaan. 
g) Pengamatan oleh KPP. 
h) Pemeriksaan kantor dan lapangan. 
i) Penatausahaan laporan hasil pemeriksaan dan nota hitung. 
6. Seksi Ekstensifikasi 
Seksi Ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan pengamatan 
potensi perpajakan, pendataan obyek pajak dan subyek pajak, 
pembentukan dan pemutakhiran basis dan nilai obyek pajak dalam 
menunjang ekstensifikasi. Uraian tugas dari Seksi Ekstensifikasi, antara 
lain : 
a) Pemrosesan dan penatausahaan dokumen yang masuk di seksi 
ekstensifikasi. 
b) Pendaftaran Objek Pajak baru dengan penelitian kantor dan 
lapangan. 
c) Penerbitan himbauan ber- NPWP. 
d) Pencarian data potensi perpajakan. 
e) Pelaksanaan penilaian individual objek PBB. 
f) Pembuatan DBKB. 
g) Pembentukan/ penyempurnaan ZNT/ NIR. 
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i) Penyelesaian mutasi sebagian dan atau seluruhnya objek dan subjek 
PBB. 
j) Penyelesaian permohonan penundaan pengembalian SPOP. 
k) Penyelesaian permohonan surat keterangan NJOP. 
l) Penerbitan daftar nominatif usulan SP3 SPL ekstensifikasi. 
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 
Seksi Pengawasan dan Konsultasi terdiri dari 3 (tiga waskon) yaitu 
Waskon I, Waskon II, Waskon III. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 
masing – masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan 
kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan atau himbauan kepada 
Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, pengawasan profil Wajib 
Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib 
Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan 
ketetapan wajib pajak. Usulan pengurangan PBB serta BPHTB dalam 
melakukan evaluasi hasil banding. Setiap masing – masing Waskon 
membawahi beberapa daerah atau kecamatan, antara lain : 
1) Waskon I membawahi 14 kecamatan meliputi : 
a) Karanganyar 
b) Karangpandan 
c) Kebak Kramat 
d) Tangen 
e) Tasikmadu 


























































































































i) Karang Malang 
j) Jumapolo 
k) Miri 
Uraian tugas dari Seksi Waskon, antara lain : 
a) Pemrosesan dan penatausahaan dokumen yang masuk di seksi 
pengawasan dan konsultasi. 
b) Penerbitan SPMKP, SPMIB, SKBKBN/ SKBKBT/ STB, SKP 
PBB, teguran pengembalian SPOP, surat himbauan SPT. 
c) Penerbitan SPMKP/ SPMIB pengganti karena kadaluwarsa. 
d) Penerbitan SPMKP/ SPMIB yang salah/ rusak (yang sudah atau 
belum diterbitkan). 
e) Penyelesaian permohonan WP. 
f) Pembuatan SPMKP/ SPMIB yang hilang. 
g) Penyelesaian pemindahbukuan dan pemindahbukuan ke KPP 
lain. 
h) Penyelesain pembetulan STB/ SKBKB/ SKBKBT secara 
jabatan. 
i) Pelaksanaan putusan gugatan/ banding. 
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k) Penentuan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran PBB. 
l) Pemberian bimbingan kepada WP. 
m) Menjawab surat yang berkaitan dengan konsultasi teknis 
perpajakan     bagi WP. 
n) Layanan permintaan perubahan metode penilaian persdiaan. 
o) Penetapan WP patuh. 
p) Pemutakhiran profil WP. 
q) Pelaksanaan Ekulisasi. 
r) Pengusulan PKP fiktif. 
s) Penatausahaan SK pembetulan dari seksi pegawasan dan 
konsultasi. 
t) Penatausahan SKK/ PB/ pengurangan atau pembatalan ketetapan 
pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi di 
seksi pengawasan dan konsultasi 
u) Penyusunan estimasi penerimaan pajak ber – NPWP. 
v) Pelaksanaan penelitian dan analisis kepatuhan material WP. 
8. Seksi Penagihan 
Seksi Penagihan memunyai tugas melaksanakan urusan 
penatausahaan piutang pajak penundaan dan angsuran tunggakan pajak, 
penagihan aktif, usulan penghapusan piutang, serta penyimpanan 
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a) Membuat surat teguran dan surat paksa. 
b) Menerbitkan surat sita. 
c) Membuat laporan surat paksa. 
d) Melaksanakan lelang. 
e) Menerima dan menatausahakan daftar pengantar SPT/ SKP/ PBK 
dari seksi pelayanan kemudian merekamnya. 
f) Menatausahakan surat masuk dan surat keluar. 
g) Melakukan konfirmasi data tunggakan pajak. 
h) Mencetak surat teguran. 
i) Melakukan validasi tunggakan pajak. 
j) Menatausahakan kartu pengawasan tunggakan pajak dan STP/ SKP 
ketetapan wajib pajak. 
k) Pengarsipan berkas tunggakan pajak. 
l) Membuat laporan bulanan, triwulan, laporan usulan penghapusan, 
dan laporan perkembangan tunggakan pajak. 
9. Seksi Fungsional 
Seksi Fungsional mempunyai tugas menyampaikan Surat Perintah 
Pemeriksaan Pajak (SPPP), melakukan pemeriksaan, dan melakukan 
penilaian terhadap objek pajak di lapangan. 
10. KP2KP Sragen 
KP2KP (Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan) 













































commit to user 
15 
 
bidang perpajakan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan peran 
tersebut, KP2KP mempunyai tugas sebagai berikut : 
a) Penyuluhan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, 
dan Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat. 
b) Pelayanan konsultasi di bidang Pajak Penghasilan, Pajak 
Pertambahan Nilai, dan Pajak Bumi dan Bangunan kepada 
masyarakat. 
B. Latar Belakang Masalah 
Saat ini setiap negara sedang melakukan pembangunan secara 
menyeluruh baik dari segi infrastruktur maupun pada sektor pelayanan 
masyarakat. Untuk melakukan pembangunan dengan pesat dan menyeluruh 
dalam kehidupan nasional maka diperlukan dukungan dan peran serta 
seluruh masyarakat Indonesia. Agar dalam proses pembangunan dapat 
berjalan lancar diperlukan hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang 
antara pemerintah dengan masyarakat. Pembangunan Nasional merupakan 
pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan pada dasarnya 
dilakukan oleh masyarakat bersama – sama dengan pemerintah. 
Sebagai negara berkembang Indonesia sedang melaksanakan 
pembangunan di segala bidang yaitu bidang ekonomi, sosial, politik, 
hukum, maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk 
mewujudkan tujuan dari Pembangunan Nasional setiap negara harus 
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ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan 
memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari negara Indonesia 
sendiri salah satunya berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu 
sumber pembiayaan dalam Pembangunan Nasional yang berasal dari iuran 
masyarakat atas pendapatan yang diperolehnya. Oleh karena itu peran 
masyarakat dalam Pembangunan Nasional harus ditumbuhkan dengan 
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak 
walaupun manfaat dari membayar pajak tersebut tidak dirasakan secara 
langsung oleh masyarakat. Tidak akan cukup lagi kalau hanya 
mengandalkan sumber penerimaan pendapatan dari sektor migas, karena 
cadangan migas itu sendiri sudah mulai menipis. 
Sistem perpajakan di Indonesia menganut asas Self Assesment System, 
yaitu sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak harus menghitung, 
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yamg 
terutang. Aparat pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan penyuluhan dan  
pengawasan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak. 
Untuk dapat meningkatkan kesadaran pentingnya pajak terhadap 
masyarakat berarti pemerintah telah membantu masyarakat untuk turut 
serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Tetapi dalam prakteknya 
sekarang ini banyak dijumpai adanya pihak – pihak yang tidak mempunyai 
kesadaran dalam membayar pajak, hal itu dibuktikan dengan banyaknya 
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pembayarannya maupun adanya pihak – pihak yang berusaha lari atau 
menghindari pajak dengan tidak melaporkan kegiatan usahanya. 
Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak 
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau 
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, 
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang – barang 
yang disita.  
Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu 
penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif yaitu dilakukan 
melalui Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak. Penagihan pajak 
aktif atau penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur dalam Undang – 
undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan 
Undang – undang Nomor 19 Tahun 2000. 
Di KPP Pratama Karanganyar tindakan penagihan pajak ini ada 
dibawah kepengurusan Seksi Penagihan dan bekerjasama dengan pihak – 
pihak terkait seperti kantor lelang, dengan pejabat jurusita pajak negara 
berjumlah tiga orang. Tindakan penagihan aktif merupakan kelanjutan dari 
penagihan pasif, dimana fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya 
mengirim Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak. Tahapan dari 
penagihan aktif di KPP Pratama Karanganyar sesuai dengan prosedur yang 
telah ditetapkan, yaitu dimulai dengan penerbitan Surat Teguran, Surat 
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tindakan penagihan aktif ini diharapkan tunggakan pajak dapat cair dan 
penenrimaan pajak dapat terealisasi sesuai dengan target. Tentu hal ini 
tidak akan berjalan dengan mudah karena membutuhkan dukungan dan 
kerjasama antara fiskus dan wajib pajak. 
Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk mengambil 
judul “EFEKTIVITAS TINDAKAN PENAGIHAN AKTIF UNTUK 
MENCAPAI TARGET PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DI 
KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA 
KARANGANYAR” 
C. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat ditentukan perumusan 
masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pengaruh tindakan penagihan aktif terhadap pencairan 
tunggakan pajak? 
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam tindakan penagihan aktif? Dan 
bagaimana upaya untuk menghadapi hambatan tersebut? 
D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah diatas dapat ditentukan tujuan dari 
penelitian ini yaitu sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui pengaruh tindakan penagihan aktif terhadap 
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2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam tindakan penagihan 
aktif, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menghadapi 
hambatan tersebut. 
E. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Bagi Mahasiswa 
Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang perpajakan 
serta untuk menerapakan ilmu atau teori yang telah didapat pada 
bangku perkuliahan. 
2. Manfaat Bagi KPP Pratama Karanganyar 
Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerja sehingga 
dapat menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam 
memperbaiki kinerja sehingga dapat berjalan lebih baik. 
3. Manfaat Bagi Pihak Lain 
Dapat digunakan sebagai informasi untuk pihak luar serta dapat 
digunakan sebagai bahan pertimbangan atau acuan bagi penelitian 
selanjutnya. 
F. Metode Penelitian 
Dalam penulisan tugas akhir ini ada cara – cara atau metode - metode yang 
digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian dan memenuhi syarat – 
syarat ilmiah. Terkait hal diatas maka metode penelitian dalam Tugas 
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1. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di KPP Pratama Karanganyar 
yang terletak di JL. KH. Samanhudi No.7 Komplek Perkantoran 
Cangakan Karanganyar. Waktu penelitian selama 2 (dua) bulan mulai 
tanggal 3 Januari – 11 Februari 2011. 
2. Objek Penelitian  
Dalam memperoleh data penelitian, penulis mengambil objek penelitian 
di KPP Pratama Karanganyar. 
3. Jenis dan Sumber Data 
a. Jenis Data 
1. Data Kualitatif 
Yaitu jenis data dimana dipaparkan dalam bentuk angka – 
angka. 
2. Data Kuantitatif 
Yaitu jenis data yang disajikan dalam bentuk kata – kata yang 
mengandung makna. 
b. Sumber Data 
1. Sumber Data Primer 
Yaitu data yang diperoleh atau diusahakan sendiri oleh peneliti 
secara langsung ditempat penelitian atau suatu tempat yang 
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2. Sumber Data Sekunder 
Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan sendiri oleh 
peneliti dengan secara tidak langsung berhubungan dengan 
tempat penelitian atau suatu tempat yang menjadi objek 
penelitian, misalnya : data dari kepustakaan, peraturan 
perundang – undangan, dan lain – lain. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
1. Wawancara 
Yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
melakukan wawancara secara langsung dengan pihak perusahaan 
guna mendapat data – data yang diperlukan. 
2. Observasi 
Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan baik 
secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. 
3. Dokumentasi 
Yaitu suatu teknik pengumpulan data yang berasal dari dokumen 
atau arsip yang ada di KPP Pratama Karanganyar, seperti tabel – 
tabel dan catatan lainnya. 
4. Studi Pustaka 
Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara menginventarisasi 
dan mempelajari peraturan perundang – undangan, buku – buku, dan 
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5. Teknik Pembahasan 
Pembahasan yang akan dilakukan oleh penulis adalah  dengan 
melakukan pembahasan deskriptif, yaitu suatu teknik pembahasan 
untuk membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual 

















































ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
A. Tinjauan Pustaka 
a. Pengertian Pajak 
1) Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H 
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – 
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal 
(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 
digunakan untuk membayar pengeluaran umum, dengan penjelasan 
sebagai berikut : dapat dipaksakan artinya bila utang pajak tidak 
dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, 
seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan terhadap 
pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan jasa-timbal balik 
tertentu, seperti halnya dengan retribusi. 
2) Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani 
Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang 
terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan – 
peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung 
dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai 
pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara 
untuk menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan faktor – 















































commit to user 
24 
 
kewajiban pajak, Prof. Dr. P. J. A. Adriani membedakan pajak 
terdiri atas dua jenis, yaitu : 
a) Pajak Subyektif adalah suatu jenis pajak yang kewajiban 
pajaknya sangat ditentukan oleh keadaan subjektif subjek 
pajak walaupun untuk menentukan timbulnya kewajiban 
membayar pajak tergantung pada keadaan objek pajaknya. 
Contoh : Pajak Penghasilan 
b) Pajak Objektif adalah suatu jenis pajak yang timbul kewajiban 
perpajakannya sangat ditentukan oleh objek pajak. 
Contoh : Objek Pajak Penghasilan 
b. Fungsi Pajak 
1)  Fungsi Budgetair/ Finansial 
Yaitu memasukkan uang sebanyak – banyaknya ke kas Negara, 
dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran – pengeluran 
Negara. 
2) Fungsi Regulerend/ Fungsi Mengatur 
Yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat di 
bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. 
c. Syarat Pemungutan Pajak 
1) Pemungutan Pajak Harus Adil 
Yaitu dikenakan kepada orang – orang pribadi sebanding dengan 
kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan sesuai dengan 
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prinsip mengenai peraturan perundang – undangan maupun dalam 
praktik sehari – hari. 
2) Syarat Yuridis 
Dimana pembayaran pajak harus seimbang dengan kekuatan 
membayar Wajib Pajak. 
3) Syarat Ekonomis 
Yaitu pungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan 
ekonomi dan tidak mengganggu kehidupan ekonomis dari Wajib 
Pajak. 
4) Syarat Finansial 
Dimana pajak yang dipungut cukup untuk pengeluaran Negara dan 
hendaknya pemungutan pajak tidak memakan biaya yang terlalu 
besar. Dalam hal ini diartikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk 
pemungutan/ penetapan pajak hendaknya lebih kecil dari 
penerimaan pajak ke Kas Negara/ Daerah. 
d. Pengelompokan Pajak 
1) Menurut Golongannya 
a) Pajak Langsung 
Pajak yang langsung ditanggung oleh wajib pajak (tidak dapat 
langsung dilimpahkan kepada pihak lain). 
b) Pajak Tidak Langsung 
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2) Menurut Sifatnya 
a) Pajak Subjektif 
Pajak yang mendasarkan pemungutannya dengan 
memperhatikan subjek pajak (Wajib Pajak secara efektif). 
b) Pajak Objektif 
Pajak yang mendasarkan pemungutannya pada objek pajak dan 
tanpa memperhatikan objek pajaknya. 
3) Menurut Lembaga Pemungutnya 
a) Pajak Pusat 
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 
untuk membiayai rumah tangga Negara. 
b) Pajak Daerah 
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan 
untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing. 
e. Utang Pajak 
Yaitu pajak yang masih dibayar termasuk sanksi administrasi berupa 
bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan 
Pajak (SKP) atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang – undangan perpajakan. 
f. Penagihan Pajak 
Yaitu serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang 
pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur, memperingatkan, 
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Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, 
melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang disita. 
g. Pejabat 
Yaitu pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan 
jurusita pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan 
Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat 
Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, 
Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyandraan, dan surat lain yang 
diperlukan untuk penagihan sehubungan dengan penanggung pajak 
tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang – 
undang dan peraturan daerah. 
h. Dasar Penagihan Pajak 
Undang – undang Nomor.19 tahun 2000 perubahan dari Undang – 
undang Nomor.19 tahun 1997. Dasar penagihan yaitu Surat Tagihan 
Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan 
Banding. 
i. Teori Efektivitas 
1) Pengertian Efektivitas 
a) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
Keefektivan adalah keadaan berpengaruh, keberhasilan tentang 
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b) Menurut Jones dan Pendlebury 
Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi 
dalam mencapai satu tujuan. 
2) Indikator Efektivitas 
Untuk mengetahui apakah sesuatu dikatakan efektif harus 
diperlukan suatu indicator sebagai tolok ukur untuk mengetahui 
tingkat keefektivan sesuatu. Indikator keefektivan adalah ratio 
antara hasil pemungutan pajak dengan potensi hasil pajak dengan 
anggapan bahwa semua wajib pajak membayar seluruh pajak 
yang terutang. 
Tingkat keefektivan penagihan pajak dapat dihitung dengan cara 
membandingkan antara target dan realisasi pencairan tunggakan. 
Menurut Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-01/ 
PJ.045/ 2007 tentang tahun sebelumnya dan 65% (enam puluh 
lima persen) dari saldo akhir tunggakan pajak tahun sebelumnya. 
Penagihan pajak dapat dikatakan efektif apabila proses penagihan 
pajak telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah 
ditetapakan, menegakkan sistem perpajakan, sesuai dengan 
peraturan perundang – undangan perpajakan dan pencairan 
tunggakan pajak mencapai target yang telah ditentukan. Untuk 
mengukur keefektivan digunakan indikator sebagai berikut : 
a. Persentase 0% - 39%    (tidak efektif). 
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c. Persentase 80% - 99%        (cukup efektif). 
d. Persentase 100% - > 100% (efektif).  
B. Analisis Data dan Pembahasan 
Tabel 2.1 
 





Terdaftar Efektif Non % Terdaftar Efektif Non  % 
OP 73.923 73.643 280 99,62 93.690 93.410 280 99,7 
Badan 4.167 4.078 88 97,86 4.813 4.724 89 98,15 
 
Wajib Pajak terdaftar adalah seluruh Wajib Pajak yang telah 
mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama. Wajib pajak terdaftar terdiri Wajib Pajak 
Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif. Wajib Pajak Efektif yaitu Wajib 
Pajak yang setiap tahun pajak selalu melaksanakan kewajiban 
perpajakannya seperti menghitung, membayar, dan melaporkan SPT. 
Sedangkan Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang selama dua 
tahun berturut – turut tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, 
alasannya karena Wajib Pajak meninggal dunia dan belum 
memberitahukan secara resmi dari ahli warisnya, Wajib Pajak Orang 
Pribadi yang telah pindah alamat tanpa memberitahukan terlebih dahulu 
kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar 
sehingga keberadaannya sulit untuk dicari. Sedangkan untuk Wajib Pajak 
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tidak lagi menjalankan usahanya tetapi belum dibubarkan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak 
orang pribadi pada tahun 2009 sebanyak 73.923 wajib pajak terdaftar, 
73.643 wajib pajak efektif, dan 280 wajib pajak non efektif, sehingga 
dapat diprosentasekan sebesar 99,62% dari wajib pajak terdaftar. Untuk 
wajib pajak badan sebanyak 4.167 wajib pajak terdaftar, 4.078 wajib 
pajak efektif, dan 88 wajib pajak non efektif, sehingga dapat 
diprosentasekan 97,86% dari wajib pajak terdaftar. Sedangkan pada tahun 
2010 wajib pajak orang pribadi sebanyak 93.690 wajib pajak terdaftar, 
93.410 wajib pajak efektif, dan 280 wajib pajak non efektif, dapat 
diprosentasekan 99,7% dari wajib pajak terdaftar. Untuk wajib pajak 
badan sebesar 4.813 wajib pajak terdaftar, 4.724 wajib pajak efektif, dan 
89 wajib pajak non efektif sehingga dapat diprosentasekan 98,15% dari 
wajib pajak terdaftar. Apabila dilihat dari tahun 2009 ke tahun 2010 
jumlah Wajib Pajak mengalami kenaikan yang cukup banyak, hal ini 
disebabkan karena masyarakat mulai sadar dan mengerti akan pentingnya 
pajak, selain itu disebabkan karena sekarang ini orang – orang banyak 
mendirikan usaha baik dalam wiraswasta maupun perusahaan apabila 
perusahaan – perusahaan tersebut mempunyai NPWP secara otomatis 
akan menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar baik Wajib Pajak Orang 




















































Surat Teguran yang diterbitkan atas tunggakan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi 
dan Badan pada Triwulan I, II, III, IV tahun 2010 
 
(dalam ribuan) 
Triwulan WP Badan WP Orang Pribadi Jumlah 
Lembar Rp Lembar Rp Lembar Rp 
I 207 1.067.905 133 201.165 340 1.269.070 
II 137 496.843 193 659.653 334 1.156.496 
III 106 117.759 120 189.598 226 307.357 
IV 147 1.196.290 213 219.730 360 1.416.020 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut : 
Penerbitan Surat Teguran pada Triwulan I 
Surat Teguran yang diterbitkan untuk wajib pajak badan sebanyak 
207 lembar dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.067.905.000,-. Untuk wajib 
pajak orang pribadi surat teguran yang diterbitkan sebanyak 133 lembar 
dengan nilai tagihan sebesar Rp 201.165.000,-. Sehingga pada triwulan I 
jumlah surat teguran yang diterbitkan sebanyak 340 lembar atau 51,59% 
dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.296.070.000,-. 
Penerbitan Surat Teguran pada Triwulan II 
Surat Teguran yang diterbitkan untuk wajib pajak badan sebanyak 
137 lembar dengan nilai tagihan sebesar Rp 496.843.000,-. Untuk wajib 
pajak orang pribadi surat teguran yang diterbitkan sebanyak 193 lembar 
dengan nilai tagihan sebesar Rp 659.653.000,-. Sehingga pada triwulan II 
jumlah surat teguran yang diterbitkan sebanyak 334 lembar 50,68% 













































commit to user 
32 
 
Penerbitan Surat Teguran pada Triwulan III 
Surat Teguran yang diterbitkan untuk wajib pajak badan sebanyak 
106 lembar dengan nilai tagihan sebesar Rp 117.759.000,-. Untuk wajib 
pajak orang pribadi surat teguran yang diterbitkan sebanyak 120 lembar 
dengan nilai tagihan sebesar Rp 189.598.000,-. Sehingga pada triwulan III 
jumlah surat teguran yang diterbitkan sebanyak 226 atau 34,29%  lembar 
dengan nilai tagihan sebesar Rp 307.357.000,-. 
Penerbitan Surat Teguran pada Triwulan IV 
Surat Teguran yang diterbitkan untuk wajib pajak badan sebanyak 
147 lembar dengan nilai tagihan sebesar Rp 1,196.290.000,-. Untuk wajib 
pajak orang pribadi surat teguran yang diterbitkan sebanyak 213 lembar 
dengan nilai tagihan sebesar Rp 219.730.000,-. Sehingga pada triwulan IV 
jumlah surat teguran yang diterbitkan sebanyak 360 atau 54,62%  lembar 






































































Lembar Rp Lembar Rp Lembar Rp 
Surat Paksa 445 3.023.917 274 807.255 719 3.831.172 
SPMP 19 2.983.171 3 90.918 22 3.074.089 
Pengumuman 
Lelang 4 - 2 - 6 - 
Lelang 4 - 2 - 6 - 
 
Berdasarkan tabel diatas tindakan penagihan aktif yang telah 
dilakukan selama tahun 2010 untuk wajib pajak badan yaitu Surat Paksa 
yang diterbitkan sebanyak 445 lembar dengan nilai tagihan sebesar Rp 
3.023.917.000,-, untuk SPMP diterbitkan sebanyak 19 lembar dengan 
nilai tagihan sebesar Rp 2.983.171.000,-, 
Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi tindakan penagihan aktif 
yang sudah dilaksanakan yaitu Surat Paksa yang diterbitkan sebanyak 274 
lembar dengan nilai tagihan Rp 807.255.000,-, untuk SPMP diterbitkan 
sebanyak 3 lembar dengan nilai tagihan sebesar Rp 90.918.000,-. Untuk 
pengumuman lelang dan lelang pencairan tunggakan pajak mencapai 
100%, maksudnya yaitu 100% dari nilai baarang yang disita, misalnya 
sepeda motor yang bernilai Rp 11.000.000,- dapat cair dikurangi biaya 
untuk Surat Paksa (SP) dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP). 
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penagihan aktif  berupa penceghan dan penyandraan (sita badan), kegiatan 
ini kemungkinan dilakukan dengan sangat selektif, artinya apabila tindakan 




Tindakan penagihan pajak aktif yang dilaksanakan berdasarkan Surat Paksa atas 
wajib pajak orang pribadi dan badan pada Triwulan I, II, III, IV tahun 2010 
 
                                                                                (dalam ribuan) 
Triwulan Surat Paksa Terbit Surat Paksa Bayar 
Lembar Nominal Lembar Nominal 
I 260 3.637.159 190 1.744.221 
II 170 1.251.986 97 762.832 
III 240 4.246.741 137 2.090.141 
IV 230 2.132.367 159 1.145.240 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan bahwa pada Triwulan I 
surat paksa yang terbit sebanyak 260 lembar dengan nominal Rp 
3.637.159.000,-, sebanyak 190 lembar surat paksa yang digunakan untuk 
menagih wajib pajak dilunasi dengan nominal Rp 1.744.221.000,- atau 
sekitar 47,95%, untuk Triwulan II surat paksa yang terbit mengalami 
penurunan yaitu sebanyak 170 lembar dengan nominal Rp 1.251.986.000,- 
dan 97 lembar penagihan melalui surat paksa dilunasi oleh wajib pajak 
dengan nominal Rp 762.832.000,- atau sekitar 60,93%. Triwulan III 
penerbitan surat paksa mengalami kenaikan yaitu sebanyak 240 lembar 
dengan nominal Rp 4.246.741.000,- dan sebanyak 137 lembar dilunasi oleh 
wajib pajak dengan nominal Rp 2.090.141.000,- yaitu sekitar 49,21%. 
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penurunan kembali yaitu sebanyak 230 lembar dengan nominal Rp 
2.132.367.000,- dan 159 lembar surat paksa tersebut dilunasi dengan 
nominal Rp 1.145.240.000,- atau sekitar 53,71%. 
Tabel 2.5 
 
Tindakan penagihan aktif yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah 
Melakukan Penyitaan (SPMP) atas wajib pajak orang pribadi dan badan pada 
Triwulan I, II, III, IV tahun 2010 
 
                                                                                           (dalam ribuan) 
Triwulan 
WP Badan WP Orang Pribadi Jumlah 
Lembar Rp Lembar Rp Lembar Rp 
I 3 218.275 - - 3 218.275 
II 7 603.935 2 5.236 9 609.171 
III 4 109.389 8 94.670 12 204.059 
IV 6 1.904.573 - - 6 1.904.573 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut : 
Penerbitan SPMP pada Triwulan I 
SPMP yang diterbitkan untuk wajib pajak badan sebanyak 3 lembar 
dengan nilai tagihan Rp 218.275.000,-, untuk wajib pajak orang pribadi 
tidak ada penerbitan SPMP. Sehinga pada Triwulan I jumlah penebitan 
SPMP sebanyak 3 lembar. 
Penerbitan SPMP pada Triwulan II 
SPMP yang diterbitkan untuk wajib pajak badan sebanyak 7 lembar 
dengan nilai tagihan sebesar Rp 603.935.000,-, untuk wajib pajak orang 
pribadi sebanyak 2 lembar dengan nilai tagihan Rp 5.236.000,-. Sehingga 
pada Triwulan II jumlah penerbitan SPMP sebanyak 9 lembar. 
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SPMP yang diterbitkan untuk wajib pajak badan sebanyak 4 lembar 
dengan nilai tagihan Rp 109.389.000,-, untuk wajib pajak orang pribadi 
SPMP yang diterbitkan sebanyak 8 lembar dengan nilai tagihan Rp 
94.670.000,-. Sehingga jumlah SPMP yang diterbitkan pada Triwulan III 
sebanyak 12 lembar. 
Penerbitan SPMP pada Triwulan IV 
SPMP yang diterbitkan untuk wajib pajak badan sebanyak 6 lembar 
dengan nilai tagihan Rp 1.904.573.000,-, untuk wajib pajak orang pribadi 
tidak ada penerbitan SPMP. Sehingga pada Triwulan IV jumlah penerbitan 
SPMP sebanyak 6 lembar. 
Tabel 2.6 
Jumlah Perkembangan Tunggakan Pajak KPP Pratama Karanganyar 
tahun 2009 dan 2010 
(dalam rupiah) 
Tahun Tunggakan Awal Penambahan Pengurangan Tunggakan Akhir 
2009 71.783.524.228 2.275.098.012 20.377.017.266 53.681.604.974 
2010 53.681.604.974 6.758.946.213 22.453.799.467 37.986.751.720 
 
Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2009 tunggakan awal sebesar 
Rp 71.783.524.228,- data tersebut merupakan saldo tunggakan akhir tahun 
2008, selama tahun 2009 terdapat penambahan tunggakan pajak sebesar 
Rp 2.275.098.012,- dan tunggakan yang dapat dicairkan sebesar Rp 
20.377.017.266,-, dengan prosentase 28,38% sehingga pada akhir tahun 
2009 total tunggakan akhir sebesar Rp 53.681.604.974,- dan akan menjadi 
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Selama tahun 2010 terjadi penambahan tunggakan pajak sebesar Rp 
6.758.946.213,-, kemudian tunggakan pajak yang dapat dicairkan sebesar 
Rp 22.453.799.467,-, dengan prosentase 41,83% sehingga saldo akhir 
tunggakan pajak sebesar Rp 37.986.751.720,-. 
Kendala – kendala yang dihadapi dalam tindakan penagihan aktif: 
1) Banyaknya wajib pajak yang tidak kooperatif. 
Yaitu banyak dari wajib pajak yang menghindari untuk melaksanakan 
administrasi perpajakannya, misalnya dengan pindah alamat tanpa 
memberikan keterangan ke KPP tempat wajib pajak tersebut terdaftar 
karena rendahnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya 
melaksanakan kewajiban perpajakan. 
2) Terbatasnya pegawai juru sita pajak negara 
Di KPP Pratama Karanganyar hanya mempunyai 3 orang pejabat juru 
sita pajak negara, hal ini tentu tidak sebanding dengan banyaknya wajib 
pajak yang terdaftar dan luasnya wilayah kerja. 
3) Kartu pengawasan tunggakan pajak tidak diadministrasi dengan baik 
Karena penulisannya masih dengan cara manual banyak kartu 
pengawasan tunggakan pajak dengan jumlah ganda dan tidak 
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Upaya – upaya untuk menghadapi kendala – kendala tersebut : 
1) Aktif melaksanakan sosialisasi serta melakukan tindakan persuasif 
kepada wajib pajak untuk memberikan solusi pemecahan dalam 
melaksanakan administrasi perpajakan dan memberikan pengarahan 
kepada pejabat jurusita pajak ketika melaksanakan tindakan penagihan 
agar bersikap ramah dan sopan. 
2) Memperbaiki prosedur penagihan pajak agar lebih efektif dan 
professional. 
3) Bekerja dengan pihak – pihak terkait, misalnya pejabat RT dimana 
































































Dengan adanya tindakan penagihan aktif, penulis dapat menyimpulkan 
kelebihan dari tindakan penagihan aktif, yaitu : 
1. Prosentase tunggakan pajak yang cair dapat meningkat. 
2. Pejabat jurusita pajak negara di KPP Pratama Karanganyar dapat 
melaksanakan tindakan penagihan aktif sesuai dengan prosedur 
yang berlaku. 
3. Upaya – upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama 
Karanganyar untuk mencapai target realisasi tunggakan pajak 
sudah optimal dan berjalan sesuai dengan perencanaan. 
B. Kelemahan 
Disamping kelebihan – kelebihan tersebut terdapat juga kelemahan dari 
tindakan penagihan aktif, yaitu : 
1. Membutuhkan waktu yang cukup lama, karena harus melalui 
tindakan penagihan pasif terlebih dahulu. 
2. Membutuhkan data – data yang lengkap. 
3. Banyak wajib pajak yang tidak kooperatif dan mencari alasan 
untuk menghindari pembayaran. 























































Berdasarkan pembahasan yang telah disampaiakn dari bab-bab sebelumnya 
yang berhubungan dengan efektivitas tindakan penagihan aktif, penulis 
dapat menarik simpulan sebagai berikut : 
1. Tindakan penagihan aktif di KPP Pratama Karanganyar dapat 
dikatakan kurang efektif, meskipun telah sesuai dengan prosedur 
yang ditetapakan, menegakkan sistem perpajakan, dan sesuai dengan 
peraturan perundang – undangan perpajakan tetapi pencairan 
tunggakan pajak belum mencapai target yang telah ditentukan. 
Selama tahun 2009 tunggakan pajak yang dicairkan sebesar Rp 
20.377.017.266,- atau 28,38%, sedangkan untuk tahun 2010 
tunggakan pajak yang dapat dicairkan sebesar Rp 22.453.799.467,- 
atau 41,83%. 
2. Kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Karanganyar, khususnya 
Seksi Penagihan dalam tindakan penagihan adalah banyak dari wajib 
pajak yang tidak kooperatif dan minimnya pejabat jurusita pajak 
negara  di KPP Pratama Karanganyar yang tidak sebanding dengan 
luasnya daerah kerja. Untuk menghadapi hal tersebut perlu dilakukan 




















































Untuk menghadapi masalah tersebut penulis memberikan rekomendasi 
sebagai berikut : 
1. KPP Pratama Karanganyar agar lebih sering melakukan sosialisasi 
agar wajib pajak melaksanakan administrasi perpajakannya. 
2. Menambah pejabat jurusita pajak Negara. 
3. Membagi pejabat jurusita pajak agar mudah untuk melaksanakan 
kegiatan penagihan. 
4. Memperbaiki system administrasi kartu pengawasan tunggakan 
pajak agar lebih mudah untuk melakukan pengecekan. 
5. Bekerja sama dengan pejabat pemerintah daerah agar lebih mudah 
untuk melakukan koordinasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
